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ABSTRACT 

 

The independent judiciary is characterized by freedom and autonomy. 

Article 24(2) of the 1945 Constitution stipulates that judicial power is exercised 

by the Supreme Court and the courts under its supervision, namely the general 

courts, religious courts, military tribunals, administrative courts, and the 

Constitutional Court. Under Article 1(8) of Act No. 48 of 2009 concerning 

judicial power, a special court is defined as a court empowered to examine, 

adjudicate, and render decisions in particular cases, and may only be established 

within one of the judicial bodies under the Supreme Court as prescribed by 

statute. Consequently, no special court may be constituted outside the Supreme 

Court’s judicial hierarchy. 

Nevertheless, the Tax Court, as regulated by Act No. 14 of 2002 on the 

Tax Court, remains subject to the dual authority of both the Supreme Court and 

the Ministry of Finance. Such dual subordination has the potential to compromise 

judicial independence in the resolution of tax disputes. This study investigates the 

distinctive characteristics of the Tax Court as a special court within an 

independent judicial system and explores the urgency of clarifying its legal status 

in that system. 

Employing a normative juridical methodology with a statutory approach 

and drawing on both primary and secondary legal sources, the research 

concludes that the Tax Court, as a special court, exhibits significantly different 

features compared to other judicial bodies. It is therefore recommended that the 

Tax Court be integrated into the administrative court environment under a single 

supervisory roof of the Supreme Court. 

 

Keywords: Tax Court; Judicial Power; Independence 
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ABSTRAK 

 

Kekuasaan Kehakiman yang independen adalah kekuasaan yang bebas dan 

merdeka. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa keuasaan 

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang 

No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa pengadilan 

khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah 

satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang 

diatur dalam undang-undang. 

 Berdasarkan ketentuan tersebut tidak dimungkinkannya terdapat lembaga 

peradilan khusus yang di bentuk tidak berada dalam salah satu lingkungan badan 

peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Akan tetapi terdapat suatu 

lembaga peradilan yaitu pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang No. 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak yang sampai saat ini masih 

dibawah dua atap yaitu Mahkamah Agung dan Kementrian Keuangan. Hal 

tersebut tentu dapat mempengaruhi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan 

memutus Sengketa Pajak. Hal ini perlu diteliti tentang karakteristik Pengadilan 

Pajak sebagai pengadilan khusus dalam sistem kekuasaan kehakiman yang 

independen dan urgensi kedudukan hukum Pengadilan Pajak dalam sistem 

kekuasaan kehakiman yang independen.  

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis 

normatif. Pendekatannya adalah pendekatan peraturan perundang-undangan 

(statue approach), dan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil 

penelitian ini menyimpulkan bahwa pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus 

memiliki karakteristik yang berbeda signifikan dibandingkan dengan badan 

peradilan lain pada umumnya. Pengadilan Pajak seyogyanya ditempatkan berada 

di lingkungan peradilan tata usaha negara satu atap di bawah Mahkamah Agung,  

 

Kata Kunci: Pengadilan Pajak; Kekuasaan Kehakiman; Independen  
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